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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan untuk 

mengukur kemampuan Instansi Pemerintah dengan melakukan evaluasi kinerja dalam 

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu dilakukan evaluasi 

terhadap capaian pelaksanaan kinerja pemerintahan yang meliputi misi dan tujuan 

organisasi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan ini mewajibkan seluruh instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini 

bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 

Evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah dilaksanakan secara periodik dan dilaporkan 

kepada instansi vertikal organisasi. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata  

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan 
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suatu perencanaan strategik, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

sebagai penyelenggara pemerintahan yang menangani urusan di bidang lingkungan 

hidup membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 

2021. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Majalengka, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Dinas 

Lingkungan Hidup memiliki kewajiban utuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka 

mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka melalui sistem perencanaan dan 

penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini 

dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten 

Majalengka diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Ruang lingkup kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terdiri dari 

urusan wajib Lingkungan Hidup yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

sesuai dengan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

yaitu : 
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Urusan Wajib Sub Urusan 

I. Urusan Wajib Lingkungan Hidup   

1. Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota 

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) 

KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota 

3. Pengendalian Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pencegahan, penanggulangan dan 

pemulihan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

4. Keanekaragam Hayati (Kehati) Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota 

5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), 

dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3) 

a. Penyimpanan Sementara Limbah B3 

b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap 

izin lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

(PPLH) 

Pembinaan dan pengawasan terhadap 

usaha dan/atau kegiatan yang izin 

lingkungan dan izin PPLH diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

7. Pengakuan keberadaan masyarakat 

hukum adat (MHA), kearifan lokal 

dan hak MHA yang terkait dengan 

PPLH 

a. Penetapan pengakuan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional dan hak 

MHA terkait dengan PPLH yang 

berada di Daerah Kabupaten/Kota. 

b. Peningkatan kapasitas MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional dan hak 

MHA terkait dengan PPLH yang 

berada di Daerah Kabupaten/Kota. 

8. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, 

dan penyuluhan lingkungan hidup untuk 
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lembaga kemsyarakatan tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

9. Penghargaan Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

Pemberian penghargaan lingkungan 

hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

10. Pengaduan Lingkungan Hidup  Penyelesaian pengaduan masyarakat di 

bidang PPLH terhadap : 

a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin 

lingkungan dan/atau izin PPLH 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi 

dan/atau dampaknya di Daerah 

Kabupaten/Kota 

11. Persampahan a. Pengelolaan sampah 

b. Penerbitan izin pendaurulangan 

sampah/pengolahan sampah, 

pengangkutan sampah dan 

pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta 

c. Pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan sampah yang 

diselenggarakan oleh pihak swasta 

II. Urusan Wajib Kehutanan   

1. Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 

Pelaksanaan pengelolaan TAHURA 

Kabupaten/Kota 

III.  Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

 

1. Persampahan  Pengembangan sistem dan pengelolaan 

persampahan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 
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Berdasarkan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang tersebut diatas, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai 

berikut : 

1.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang lingkungan hidup. Serta berdasarkan Perbup Nomor 42 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, pada pasal 70 ayat (1), Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan 

Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu : 

a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup 

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup, dan 

e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Berdasarkan Perbup No 29 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pasal 2 : 
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1.1.1.1 Kepala Dinas 

(1)    Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, 

membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Penataan dan 

Penaatan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 

dan Peningkatan Kapasitas  Lingkungan Hidup serta Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup; 

b. perumusan sasaran kebijakan dibidang lingkungan hidup; 

c. pengevaluasian dan pelaporan dibidang lingkungan hidup; 

d. pengarahan administrasi Dinas; 

e. pengoordinasian kerja sama dibidang lingkungan hidup. 

 (3)    Dalam melaksanakan fungsi sebagimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup; 

b. Merumuskan sasaran kebijakan dibidang lingkungan hidup; 

c. Mengevaluasi dan melaporkan dibidang lingkungan hidup; 

d. Mengarahkan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup; 

e. Mengoordinasikan kerja sama dibidang lingkungan hidup. 

 



 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  7 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 2021 

I- 

1.1.1.2 Sekretariat 

(1) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit 

kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian dibidang pengelolaan 

keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi program kerja dinas; 

b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan; dan 

c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian 

dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris mempunyai uraian tugas : 

a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan bahan 

perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan 

program, keuangan, umum dan kepegawaian; 

b. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang 

penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi 

kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
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d. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran; 

e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

f. menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, 

perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; 

g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional; 

i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, 

LPPD, LKPJ Dinas; 

j. menyelia telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

l. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan 

program, keuangan, umum dan kepegawaian. 

1.1.1.3  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 

pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta 

pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan 

kepegawaian; 

b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait 

di bidang umum dan kepegawaian; dan 
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c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian.   

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. memeriksa bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan 

kepegawaian; 

c. memeriksa bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di 

lingkungan dinas; 

d. membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai; 

e. memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional; 

f. membimbing penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi 

serta pemberhentian pegawai; 

g. membimbing penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit 

kerja di lingkungan dinas; 

h. membimbing penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, 

pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan 

kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan 

keamanan kantor; 

i. membimbing penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional; 

j. membimbing penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis 

beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas; 
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k. melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

l. melaksanakan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental 

di bidang umum dan kepegawaian. 

1.1.1.4  Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

(1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan 

koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai fungsi :  

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait 

di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan 

c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, 

Perencaaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
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b. membimbing penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di 

bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas; 

c. membimbing penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, 

LPPD, LKPJ Dinas; 

d. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon 

anggaran yang ditetapkan; 

e. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

f. membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah 

serta pembayaran lainnya; 

g. melaksanakan perbendaharaan keuangan; 

h. melaksanakan verifikasi keuangan; 

i. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan 

pertanggungjawaban keuangan; 

j. membimbing penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan; 

k. membimbing penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

l. melaksanakan pengelolaan aset/barang; 
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m. membuat pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di 

bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

1.1.1.5  Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup  

(1) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan 

operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, 

mengendalikan, mengevaluasi, pengawasan, melaporkan urusan penataan 

dan penaatan lingkungan hidup. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai 

fungsi : 

a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan kajian dampak 

lingkungan hidup, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan hidup; 

b. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penataan dan 

penaatan lingkungan hidup; 

c. Pemberian petunjuk teknis dibidang penataan dan penaatan 

lingkungan hidup; 

d. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan 

dibidang penataan dan penaatan lingkungan hidup; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 

penataan dan penaatan lingkungan hidup; 

f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan 

penaatan lingkungan hidup; 
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g. Pelaksanaan koordinasi penerapan kebijakan dibidang penataan dan 

penaatan lingkungan hidup. 

 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut: 

a. Memberi petunjuk penyusunan, pemantauan, mengevaluasi dan 

menyelia pembuatan dokumen RPPLH, daya dukung daya tampung 

lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten, 

Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

dalam RPJP dan RPJM; 

b. Menyelia dan menyelenggarakan rekomendasi Dokumen Lingkungan 

(AMDAL, UKL/UPL dan SPPL); 

c. Memberi petunjuk tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 

d. Memberi petunjuk dan mengatur penerimaan pengaduan serta 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 

e. Menyelenggarakan penelaahan, verifikasi, rekomendasi, bimbingan 

teknis dan melaporkan atas hasil verifikasi pengaduan; 

f. Memberi petunjuk penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan; 

g. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi penerimaan 

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

h. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan 

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 
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i. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap 

penyimpanan sementara limbah B3 dan IPLC dalam suatu daerah 

kabupaten; 

j. Memberi petunjuk tim koordinasi dan tim monitoring penegakan 

hukum lingkungan; 

k. Menyelenggarakan penegakan hukum atas pelanggaran dan 

penyidikan perkara pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

l. Melaporkan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana 

secara terpadu. 

1.1.1.6  Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak  Lingkungan Hidup  

(1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan 

kegiatan, membagi tugas, memeriksa, memberi petunjuk, mengecek, 

melaporkan urusan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.  

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan kegiatan penyusunan urusan perencanaan dan kajian 

dampak lingkungan hidup; 

b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan 

hidup; 

c. Pembinaan urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup; 

d. Pelaporan urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup. 
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(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Membagi tugas, mengoreksi dan membuat laporan penyusunan 

dokumen RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, 

KLHS, NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup; 

b. Memberi petunjuk, membimbing dan mengoreksi fasilitasi keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, RPPLH, daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup, NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup 

Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 

c. Mengoreksi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit LH, Analisis 

resiko LH); 

d. Mengoreksi terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan 

SPPL); 

e. Memberi petunjuk tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan 

f. Mengoreksi proses rekomendasi UKL UPL, Surat Keterangan 

Kelayakan Lingkungan Hidup dan SPPL. 

1.1.1.7  Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  

(1)    Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan kegiatan, membagi tugas, memeriksa, memberi petunjuk, 
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mengecek, melaporkan urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa  

Lingkungan Hidup. 

(2)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang 

pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; 

b. penyiapan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha dan atau 

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa 

lingkungan; 

d. penelahaan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan 

rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan 

atas hasil tindak lanjut pengaduan; 

f. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun 

melalui pengadilan; 

g. penyiapan bahan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan 

sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan 

atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

h. penyiapan bahan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan 

sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan 
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atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

 (3)   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Memberi petunjuk kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan 

dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 

b. Membagi tugas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

c. Membimbing penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

d. Memeriksa rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 

e. Memberi petunjuk bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas 

hasil tindak lanjut pengaduan; 

f. Memberi petunjuk penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan; 

g. Membagi tugas sosialisasi tata cara pengaduan; 

h. Memberi tugas pengembangan sistem informasi penerimaan 

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

1.1.1.8  Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  

(1)    Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam 
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menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan 

terhadap penegakan hukum lingkungan.. 

(2)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara 

limbah B3 dan IPLC dalam satu daerah kabupaten; 

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Lingkungan 

Hidup Daerah; 

f. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan; 

g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan; 

h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 

i. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 

terpadu. 

(3)   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 
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a. Memberi petunjuk penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha 

dan atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan; 

b. Membagi tugas pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Izin 

Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 

c. Membuat laporan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan; 

d. Membuat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 

penyimpanan sementara limbah B3 dan IPLC dalam satu daerah 

kabupaten; 

e. Membimbing Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 

f. Memberi petunjuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum 

lingkungan; 

g. Mengontrol penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

h. Mengecek penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan 

i. Membuat laporan penanganan barang bukti dan penanganan hukum 

pidana secara terpadu. 

1.1.1.9   Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup  

(1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, merumuskan sasaran, 
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membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 

pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan 

hidup. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 

a. perencanaan operasional urusan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

b. pengawasan urusan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengelolaan Sampah, 

Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian  tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan penetapan target pengurangan dan pembatasan 

timbulan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun 

waktu tertentu dan penanganan /pengelolaan sampah; 

b. Merencanakan penetapan target retribusi atas jasa layanan 

pengelolaan sampah; 

c. Merencanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan 

penyimpanan sementara limbah B3, IPLC (pengajuan, 

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah 

Kabupaten; 
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d. Merencanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat dengan 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

f. Mengatur lokasi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup; 

g. Mengatur sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah, Limbah B3 

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

h. Menyelenggarakan perizinan pengelolaan sampah, limbah B3 dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang diselenggarakan oleh 

swasta; 

i. Membagi tugas Pengelolaan kebersihan jalan di kawasan perkotaan 

dan pasar milik Pemerintah Daerah; 

j. Penyelenggaraan pelatihan, pengembangan dan pendampingan 

terhadap masyarakat atau komunitas yang memiliki kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

k. Membagi tugas pengawasan kinerja pengelolaan sampah, limbah B3 

dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 

l. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja pengelolaan sampah, limbah 

B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 
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1.1.1.10  Seksi Pengelolaan Sampah 

(1) Seksi Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi  yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, 

membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengelolaan 

Persampahan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan urusan Pengelolaan Sampah; 

b. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah; 

c. pengawasan kegiatan Pengelolaan Sampah; 

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Sampah 

 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai rincian tugas : 

a. Merencanakan kegiatan penetapan target pengurangan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

b. Merencanakan kegiatan perumusan kebijakan pengurangan dan 

pembatasan timbulan sampah dan penanganan/pengelolaan sampah; 

c. Merencanakan kegiatan penetapan target retribusi atas jasa layanan 

pengelolaan sampah; 

d. Merencanakan kegiatan pengolahan sampah, pengangkutan sampah 

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 

e. Membagi tugas pengelolaan sampah dan pengelolaan kebersihan; 

f. Merencanakan kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 

dan lokasi penempatan pengelolaan sampah; 
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g. Mengecek rekomendasi pengelolaan sampah yang diselenggarakan 

oleh swasta; 

h. Mengontrol kebersihan jalan di kawasan perkotaan dan pasar milik 

Pemerintah Daerah; 

i. Memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 

j. Menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat sampah; 

k. Mengontrol kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan; 

l. Membuat laporan kinerja pengelolaan sampah dan retribusi 

kebersihan 

1.1.1.11  Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

(1) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi  berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, 

mengawasi dan melaporkan urusan Limbah B3. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai fungsi: 

a. perencanaan kegiatan urusan Pengelolaan Limbah B3 dan IPLC; 

b. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan IPLC; 

c. pengawasan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan IPLC; 

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengelolaan Limbah 

B3 dan IPLC; 
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 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Memberi petunjuk kebijakan perizinan penyimpanan sementara 

Limbah B3 dan IPLC (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 

pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; 

b. Membagi tugas verifikasi dan rekomendasi perizinan Tempat 

Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 bagi penghasil limbah 

B3, TPS Limbah B3 skala Kabupaten dan IPLC; 

c. Mengoreksi verifikasi dan rekomendasi perizinan Tempat 

Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 bagi penghasil limbah 

B3 skala Kabupaten dan IPLC; 

d. Memeriksa rekomendasi perizinan pengumpulan limbah B3 dan 

IPLC (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam 

satu daerah Kabupaten; 

e. Membuat laporan verifikasi dan rekomendasi perizinan bagi 

pengumpul limbah B3 dan IPLC; 

f. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek tata kelola limbah B3 

dan IPLC; 

g. Bimbingan dampak negatif kegiatan pemrosesan pengelolaan 

Limbah B3 dan IPLC; 

h. Membuat laporan Penyusunan informasi Limbah B3 dan IPLC. 
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1.1.1.12  Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan 

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan 

urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai 

fungsi : 

a. perencanaan kegiatan urusan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup; 

b. pelaksanaan urusan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

c. pengawasan urusan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;; 

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. Memberi petunjuk penyusunan kebijakan pengakuan, identifikasi, 

verifikasi dan validasi serta penetapan keberadaan masyarakat 

dengan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional, serta peningkatan kapasitas 

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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b. Penyusunan data dan informasi profil kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pendampingan terhadap masyarakat atau komunitas yang memiliki 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

d. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat atau 

komunitas yang memiliki kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH; 

e. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama 

masyarakat atau komunitas yang memiliki kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

f. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama 

masyarakat atau komunitas yang memiliki kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

g. Membimbing pengembangan materi, metode, diklat dan penyuluhan 

Lingkungan Hidup; 

h. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 

i. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup. 
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1.1.1.13  Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi 

tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta 

pemeliharaan lingkungan hidup.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup mempunyai fungsi : 

a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi 

urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta 

pemeliharaan lingkungan hidup; 

b. Perencanaan operasional urusan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; 

c. Pengelolaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; 

d. Pengoordinasian urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; 

e. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; 
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f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan 

lingkungan hidup. 

 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan operasional lingkup bidang pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan; 

b. Menyelenggarakan urusan pemantauan, penanggulangan dan 

pemulihan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, sumber 

pencemar, dan kerusakan lingkungan; 

c. Memberi petunjuk penentuan baku mutu lingkungan, baku mutu 

sumber pencemar, dan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

d. Memberi petunjuk kegiatan penyusunan kebijakan pembinaan 

terhadap sumber pencemar, konservasi keanekaragaman hayati 

(kehati), pemanfaatan berkelanjutan kehati, dan pengendalian 

kerusakan kehati; 

e. Mengevaluasi kegiatan pengembangan sistem informasi kondisi, 

potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 

f. Menyelenggarakan pembinaan terhadap sumber pencemar 

institusi/non institusi dan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi sumber pencemar institusi/non institusi; 

g. Mengatur penyediaan sarpras pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 
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h. Menyelenggarakan perlindungan sumber daya alam (SDA), 

pengawetan SDA; pemanfaatan secara lestari SDA, dan pencadangan 

SDA, upaya mitigasi perubahan iklim, upaya adaptasi perubahan 

iklim, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), dan penyusunan profil 

emisi GRK; 

i. Menyelia pelaksanaan konservasi kehati dan konflik dalam 

pemanfaatan kehati; 

j. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan 

database kehati; 

k. Menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi lahan, pengelolaan taman 

hutan raya, dan tugas perbantuan pusat dan provinsi bidang 

kehutanan; 

l. Melaporkan hasil penyelenggaraan operasional bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

1.1.1.14  Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan 

melaporkan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan urusan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan; 
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b. pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan; 

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan; 

d. pengawasan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan; 

e. pelaporan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan  

 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan lingkup seksi pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan; 

b. membagi tugas, membimbing, dan memeriksa kinerja bawahan; 

c. memberi petunjuk penentuan baku mutu lingkungan, baku mutu 

sumber pencemar, kriteria baku kerusakan lingkungan; 

d. membimbing pemantauan kualitas air, udara, tanah, sumber 

pencemar (institusi dan non institusi), dan kerusakan lingkungan; 

e. memberi petunjuk penanggulangan pencemaran (pemberian 

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar 

(institusi dan non institusi) dan kerusakan lingkungan; 

f. memberi petunjuk pelaksanaan pemulihan pencemaran 

(pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar 

(institusi dan non institusi) dan kerusakan lingkungan; 
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g. membimbing kegiatan pengembangan sistem informasi kondisi, 

potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 

h. memberi petunjuk penyusunan kebijakan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

i. mengontrol pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar 

(institusi dan non institusi) dan pembinaan tindaklanjut rekomendasi 

hasil evaluasi sumber pencemar (institusi dan non institusi); 

j. memeriksa hasil pemantauan kualitas air, udara, tanah, sumber 

pencemar (institusi dan non institusi), dan kerusakan lingkungan; 

k. mengecek penyediaan sarana/prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 

l. membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan 

lingkup seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

1.1.1.15  Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, 

melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan 

pemeliharaan lingkungan hidup. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan urusan pemeliharaan lingkungan hidup; 

b. pelaksanaan urusan pemeliharaan lingkungan hidup; 

c. pembagian pelaksanaan tugas pemeliharaan lingkungan hidup; 
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d. pengawasan urusan pemeliharaan lingkungan hidp; 

e. pelaporan urusan pemeliharaan lingkungan hidup. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan lingkup seksi pemeliharaan lingkungan 

hidup; 

b. Membagi tugas, membimbing, dan memeriksa kinerja bawahan; 

c. Memberi petunjuk perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, 

inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi 

GRK; 

d. Membimbing kegiatan perlindungan sumber daya alam (SDA), 

pengawetan SDA, pemanfaatan secara lestari SDA, dan 

pencadangan SDA; 

e. Membimbing kegiatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

f. Membimbing kegiatan rehabilitasi lahan baik sipil teknis maupun 

vegetatif, Pengelolaan Taman Hutan Raya, dan tugas-tugas 

perbantuan pusat dan propinsi bidang kehutanan; 

g. Membimbing pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati 

(kehati), pemanfaatan berkelanjutan kehati, dan pengendalian 

kerusakan kehati; 

h. Membimbing pengembangan sistem informasi dan pengelolaan 

database keanekaragaman hayati; 

i. Mengecek pelaksanaan perlindungan SDA, pengawetan SDA, 

konservasi kehati, dan pengendalian kerusakan kehati; 
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j. Mengontrol pemanfaatan secara lestari SDA, pencadangan SDA, 

pemanfaatan berkelanjutan kehati, dan penyelesaian konflik dalam 

pemanfaatan kehati; 

k. Mengkoreksi perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, 

inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi 

GRK; 

l. Membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan 

lingkup seksi pemeliharaan lingkungan hidup. 

 

1.1.2    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN  

1.1.2.1 Visi 

Visi adalah gambaran masa depan yang hendak diwujudkan, visi harus bersifat 

praktis dan realistis untuk dicapai dan dapat memberikan tantangan serta 

menumbuhkan motivasi yang kuat bagi para personil pada Dinas Lingkungan Hidup 

untuk mewujudkannya. 

Visi Kabupaten Majalengka yang menjadi acuan dalam melaksanakan Program 

dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu Majalengka 

ñRAHARJAò (Religius, Adil, Harmonis, dan Sejahtera). 

1.1.2.2 Misi 

Misi adalah pertanyaan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha 

mewujudkan visi dan misi yang dijadikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu : 

1. Menangani Pencemaran Lingkungan; 

2. Menata Lingkungan Visual; 

3. Menata Ruang Terbuka Hijau (RTH); 

4. Mengelola Kebersihan dan Persampahan; 

5. Melestarikan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati. 
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1.1.2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan 

Indikator Tujuan yang telah ditetapkan adalah : 

1. Meningkatknya daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan indikator 

kinerja tujuan yaitu rasio ketersediaan sumber daya alam terhadap kebutuhan 

sumber daya alam; 

2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman bebas sampah dengan indikator 

tujuan persentase cakupan area pelayanan persampahan; 

3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

dengan indikator kinerja tujuan yaitu nilai SAKIP. 

1.1.2.4  Sasaran 

Sasaran yang telah ditetapkan adalah : 

1. Meningkatnya pengembangan system dan pengelolaan persampahan Kabupaten 

Majalengka; 

2. Meningkatknya kualitas lingkungan hidup; 

3. Meningkatknya pengelolaan sampah; 

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja perangkat daerah 

1.1.2.5 Indikator Sasaran 

Indikator Sasaran yang telah ditetapkan adalah : 

1. Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Kabupaten 

Majalengka; 

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 

3. Persentase sampah yang dikelola 

4. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran 
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1.1.2.6 Kebijakan 

Bentuk pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi 

publik. Disamping itu, setiap organisasi publik diwajibkan menyusun Rencana Strategis 

(Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) dan 

mempertangungjawabkannya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja 

(Performance Accountability Report). 

1.1.3  STRUKTUR ORGANISASI  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun struktur organisasi Dinas 

Lingkungan Hidup terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris yang membawahi : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, yang membawahi : 

1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; 
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2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 

3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup, yang membawahi : 

1) Seksi Pengelolaan Sampah; 

2) Seksi Limbah B3; 

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang 

membawahi : 

1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut : 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA  

TAHUN 202 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4  SUMBER DAYA OPD 

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan 

Hidup didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil 

sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 177 

(seratus empat puluh dua) orang dengan rincian : 
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Tabel 1.1 

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan 

 

NO GOLONGAN  
JUMLAH PEGAWAI  

ORANG % 

1 Golongan IV 5 7,14 

2 Golongan III 19 27,14 

3 Golongan II 41 58,57 

4 Golongan I 5 7,14 

 Jumlah Total 70 100 

 

Tabel 1.2 

Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan 

 

NO 
KELOMPOK 

JABATAN  

JUMLAH PEGAWAI  
KETERANGAN  

ORANG % 

1 Jabatan Struktural    

 a. Eselon II 1 1,43 Kepala Dinas 

 b. Eselon III 4 5,71 
Sekretaris dan Kepala 

Bidang 

 c. Eselon IV 10 14,29 
Kepala Sub Bagian, Kepala 

Seksi 

2 Fungsional Umum 55 78,57  

 Jumlah Total 70 100 
 

 

Tabel 1.3 

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan 

 

NO PENDIDIKAN  
JUMLAH PEGAWAI  

ORANG % 

1 S3 1 1,43 

1 S2 7 10 

2 S1 15 21,43 

3 DIII  0 0 

4 SLTA 32 45,71 

5 SLTP 12 17,14 

6 SD 3 4,29 

 Jumlah Total 70 100 
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1.2.   LANDASAN HUKUM  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

didasarkan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851) 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas Korupusi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851) 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679). 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 

2005-2025; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 

15. Peraturan Derah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2016 Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 

2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021  
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19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun Anggaran 2021. 

 

1.3.   MAKSUD DAN TUJUAN  

1.3.1.   Maksud  

Melakukan evaluasi terhadap peyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah 

yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pemerintah 

dan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang telah 

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel berpedoman pada tertib administrasi, 

tertib pengelolaan keuangan, tertib sasaran fisik dan fungsional. 

Melakukan monitoring dan evaluasi apakah pelaksanaan kebijakan, program 

dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan target sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. 

 

1.3.2.   Tujuan 

Dokumen LAKIP Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka disusun dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dan/atau acuan 

penyempurnaan kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang 

akan datang menuju penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel (Good Govermance) 

dan tetap mangacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. 
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1.4.   PERMASALAHAN UTAMA  (STRATEGIC ISSUED) 

1.4.1.   Permasalahan Utama 

a. Permasalahan Terkait Penurunan Kualitas Air 

- Air sungai wilayah Rajagaluh dan Sindangwangi tercemar oleh limbah 

industri pengolahan batu alam oleh para pengrajin rumah tangga 

- Air sungai di Cingambul tercemar oleh industri penceluban home 

industri jeans 

- Sungai yang melintas wilayah perkotaan Majalengka tercemar 

sampah/limbah disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat sekitar 

bantaran sungai yang sengaja membuang sampahnya ke sungai dan juga 

karena adanya kegiatan industry UMKM yang tidak menyediakan 

tempat pengolahan air limbah. 

- Belum mempunyai laboratorium lingkungan untuk pengujian parameter 

air permukaan dan air baku. 

b. Permasalahan Terkait Pencemaran Udara Ambien dan Emisi 

Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara di Kabupaten Majalengka 

yaitu dengan bertambahnya jumlah kendaraan roda dua/empat serta tumbuh 

kembangnya industri-industri besar penghasil polutan pencemaran udara 

serta industri pengolahan batu kapur Sindangwangi yang tidak diimbangi 

dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat di 

sekitaran pabrik kapur dan sekitarnya serta tidak didukungnya dengan 

adanya sarana penunjang pemantauan untuk pengujian kualitas udara berupa 

laboratorium lingkungan dalam rangka pengujian udara ambient dan emisi 

baik dari cerobong asap industri maupun kendaraan bermotor. 
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c. Permasalahan Terkait Pecemaran Sampah/Limbah 

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah baik 

organik maupun an organik serta limbah B3. 

- Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan 

cakupan pelayanana serta sarana dan prasarana pengolahan sampah yang 

sangat minim dari apa yang diharapkan. 

- Belum mempunyai TPA yang berteknologi tinggi yang dapat mengolah 

sampah secara modern. 

1.4.2.   Alasan Penentuan Permasalahan 

a. Penurunan Kualitas Air 

Penyebab penurunan kualitas air khususnya air permukaan yang ada di 

Kabupaten Majalengka adalah kebiasaan dan pola hidup masyarakat 

khususnya sekitar bantaran sungai yang biasa membuang sampah ke sungai-

sungai yang melintasi perkotaan dan pemukiman penduduk dengan alasan 

lebih mudah dan menghindari retribusi sampah.  Sungai yang ada di 

Kabupaten Majalengka dan melintasi wilayah perkotaan Kabupaten 

Majalengka yaitu Sungai Citangkurak, Sungai Cideres, Sungai Cibudug dan 

Sungai Ciruluk. Dari keempat sungai tersebut dijadikan oleh masyarakat 

tempat pembuangan akhir sampah tanpa berpikir panjang dampak yang 

ditimbulkan dengan membuang sampah sembarang ke sungai. Selain akibat 

pola hidup masyarakat membuang sampah sembarang di wilayah perkotaan 

juga diakibatkan dari kegiatan industri UMKM baik di Cingambul dengan 

pencelupan jeans maupun di Kecamatan Rajagaluh dan Sindangwangi 

dengan industri batu alamnya yang sengaja membuang air limbahnya ke 

sungai tanpa melalui IPAL terlebih dahulu, sehingga kualitas air permukaan 
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sekitar menjadi tercemar. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terutama mengatasi salah satu 

pencemaran air dengan adanya sarana penunjang berupa Laboratorium 

Lingkungan untuk pengujian sampel air permukaan dalam mendeteksi ada 

tidaknya dugaan pencemaran dengan melihat dari hasil uji laboratorium air 

sungai tersebut. 

b. Pencemaran Udara dan Emisi  

Mengacu pada hasil pengujian kualitas udara ambien tahun 2021 di 

Kabupaten Majalengka pada empat titik lokasi pengujian yaitu Alun-Alun 

Majalengka, Perumahan Margahayu, Pasar/Terminal Sindangkasihï

Cigasong dan kawasan industri genteng Jatiwangi tidak ada indikasi 

pencemaran udara, sementara yang diduga ada indikasi pencemaran 

udara/rentan tercemar yaitu kawasan industri /pabrik kapur Sumberjaya 

yang pada tahun 2021 telah diuji melalui kegiatan pengujian kualitas udara 

ambien. Secara kasat mata pabrik kapur Sumberjaya mencemari dengan 

adanya butiran debu bertebaran kerumah-rumah penduduk sekitar 

mengingat sangat kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam 

penanaman pohon disekitar lokasi kegiatan. Untuk pengujian emisi udara 

bergerak (kendaraan roda dua/empat) dan emisi tidak bergerak (cerobong 

asap industry) belum pernah diadakan pengujian mengingat keterbatasan 

sarana prasarana pengujian emisi termasuk tidak mempunyai Laboratorium 

Lingkungan yang sangat perlu untuk berbagai pengujian udara dan emisi 

yang ada di Kabupaten Majalengka. 
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c. Pencemaran Sampah/Limbah 

Penyebab pencemaran sampah yang paling dominan dan sering dijumpai di 

Kabupaten Majalengka yaitu akibat pola hidup/kebiasaan masyarakat yang 

membuang sampah rumah tangga ke sungai, pinggir jalan raya, jurang dan 

kanan-kiri jembatan. Penyebabnya yaitu belum tersedianya Tempat 

Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah-wilayah permukimann 

padat penduduk. 

Selain itu juga masyarakat belum paham dan mengerti dalam mengelola 

sampah rumah tangga baik organik maupun an organik termasuk limbah B3, 

sehingga diperlukan koordinasi dan sosialisasi yang lebih rutin dan berkala 

dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai 

stakeholder terkait. Selain itu juga dalam hal pembuangan akhir sampah 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka belum mempunyai TPA 

yang berteknologi tinggi dalam pengolahan sampah secara modern dan 

ramah lingkungan.  

 

1.5.   SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Lampiran II/1 dengan susunan sebagai berikut : 

× Ikhtisar Eksekutif, menyampaikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021. 
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× Bab I Pendahuluan : Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi Dinas 

Lingkungan Hidup dengan penekanan terhadap aspek strategis organisasi dan 

permasalahan utama yang berpengaruh dan sistematika pelaporan. 

× Bab II Perencanaan Kinerja : Menguraikan perencanaan, indikator dan perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan. 

× Bab III Akuntabilitas Kinerja : Manguraikan 

a. Capaian Kinerja Organisasi. Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja 

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja organisai. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standard nasional (jika ada) 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

b. Realisasi Anggaran 

× Bab IV Penutup : Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup, untuk meningkatkan kinerjanya. 
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× Lampiran : 

 

1. SK Tim Penyusun LAKIP Tahun 2021 

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 

5. Renja Kerja Tahun 2021 

6. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018-2023 

8. Rencana Strategis 2018-2023 

9. Lain-Lain Yang Dianggap Perlu 
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BAB I I  

PERENCANAAN KINERJA  

 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi 

setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh 

pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan 

hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia 

serta mahluk hidup lain. 

Dampak dari jumlah penduduk yang tinggi meliputi turunnya produksi pangan, 

terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit 

manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya 

keanekaragaman hayati. 

Ketersediaann sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, 

sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin 

meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, 

dan produktifitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. 

Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik 

berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain 

itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfatan ekonomi, 

sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi 

lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal 
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dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut 

dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat 

asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah. 

Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam kurun waktu antara tahun 2018-

2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah menyusun Rencana 

Strategis yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

untuk mencapai target dalam lima tahun yang akan datang. 

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. 

 

2.2. PROGRAM STRATEGI S 

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi melalui berbagai program. Program 

adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang 

dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian 

dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran (outcome) dari program yang 

ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan pada Rencana Strategi diatas, akan 

diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 

1.1  Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan : 

a. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan 

Persampahan TPA/TPST/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 
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b. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 

c. Penyediaan Sarana Persampahan 

2.  Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

2.1  Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan : 

a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :   

a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. 

3.  Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

 3.1 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan : 

a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Pada Masyarakat. 

4.  Program Pengelolaan Keanekaragama Hayati (Kehati) 

 4.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan Sub 

Kegiatan : 

a. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

5.  Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

5.1  Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan: 

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 
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6.  Program Pengelolaan Persampahan 

6.1  Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan Sub Kegiatan : 

a. Penanganan Sampah Dengan Melakukan Peilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di 

TPA/TPST/SPA/Kabupaten Kota. 

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 

7.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

7.1  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 

dengan Sub Kegiatan : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

7.2  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

7.3  Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan : 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

7.4  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan : 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
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c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudangan-Undangan 

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

7.5  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub 

Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

7.6  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah, dengan Sub Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

2.3. PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

terwujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dana yang tersedia. Kinerja yang 

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang 
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diperjanjikan juga mencakup hasil (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan 

pada tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan. 

2.3.1.  Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja  

Tujuan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.  

2.3.1.  Penyusunan Perjanjian Kinerja  

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja 

2. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja 

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator 

Implementasi Penjabaran Rencana Strategi dalam rangka mencapai visi dan misi 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dituangkan dalam dokumen 

perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka Tahun 2021. 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad 

atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu 

tahun. 

Indikator Input adalah sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas 
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besarnya dana yang digunakan untuk membiayai sesuatu kegiatan dihitung dengan 

satuan rupiah dan pemakaian. 

Indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan 

selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi baik berupa fisik maupun non fisik 

tergantung kepada jenis kegiatannya. 

Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output 

atau bisa berupa pemanfaatan output yang dapat ditukar dalam jangka menengah. 

Mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas, 

pengumpulan indikator kinerja dilakukan sampai dengan output. Adapun Penetapan 

Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 

2021 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatkanya Pengembangan 
SIstem dan Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase Pengembangan 
Sistem dan Pengelolaan 
Persampahan 

12,14% 

2. Meningkatnya kualitas lingkungan 
hidup 

Indeks kualitas lingkungan hidup 
(IKLH) Kabupaten Majalengka 

59,67% 

3. Meningkatnya Pengelolaan 
Sampah 

Persentase Sampah Yang 
Dikelola 

98% 

4. Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Penunjang Pelayanan 
Perkantoran 

100% 

 

No Program Anggaran (Rp.) Ket. 

1. 
Program Pengembangan Sistem 
dan Pengelolaan Persampahan 
Regional 

243.000.000,00 APBD Kab 

2. 
Program Perencanaan Lingkungan 
Hidup 

257.520.000,00 APBD Kab 

3. 
Progam Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup  

100.000.000,00 APBD Kab 

4. 
Program Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

1.588.359.442,00 APBD Kab 
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5. 
Program Penanganan Pengaduan 
Lingkungan Hidup 

7.635.000,00 APBD Kab 

6. 
Program Pengelolaan 
Persampahan 

5.710.678.000,00 APBD Kab. 

7. 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

7.429.165.505,00 APBD Kab. 

 Jumlah                             15.336.357.947,00 
 

Sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 bahwa keberhasilan pencapaian visi 

dan misi Kabupaten Majalengka Periode 2018-2023 diukur melalui Indikator Kinerja 

Utama dan Indikator Kinerja Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka berkewajiban untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD dan melakukan updating data capaian indikator kinerja tersebut sesuai dengan 

urusan yang menjadi tanggung jawabna masing-masing secara kontinyu setiap akhir 

tahun untuk menjadi bahan evaluasi dan pijakan pengambilan keputusan pemerintah 

daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun berikutnya. 
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Indikator-indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 

2018-2023 dan telah dijabarkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

 

NO Indikator Satuan 

Target 
Akhir 

RPJMD 
(Tahun 
2018) 

Target Kinerja pada Tahun Ke-N  Kondisi 
Kinerja 
Akhir 

RPJMD 
(Tahun 
2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Target Target Target Target Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Persentase 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

Persen 7,82 8,23 8,64 12,14 57,41 100 100 

2 
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Point 56,97 57,87 58,77 59,67 60,58 61,68 61,68 

3 
Persentase Sampah 
Yang Dikelola 

Persen 0 97 98 98 99 99 99 

4 

Persentase 
Pemenuhan 
Penunjang 
Pelayanan 
Perkantoran 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

3.1.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

Dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka keberpihakan 

birokrasi pada kepentingan pemerintah akan menjadi lebih besar dan dapat 

mempertahankan netralitasnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah 

satu elemen penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal birokrasi. 

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan oleh lembaga 

pemerintah/daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi secara berjenjang sebagai 

kewajiban dan tanggung jawabnya. 

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian hasil yang diharapkan, sebagaimana 

yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan 

dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja digunakan 

untuk membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan 

seluruh personil Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi yang dicapai pada akhir 

tahun. Lebih jauh lagi, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar 

capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan target yang telah ditetapkan 

serta sejauh mana pencapaian visinya. Hal terpenting yang diperlukan dalam menyusun 

laporan capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja, evaluasi dan penyajian secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan capaian kinerja 

sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada semua pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

Terhadap capaian kinerja kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui 

penyebab keberhasilan atau kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan 

apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya, dan 

antara capaian realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, terhadap 

kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang 

akan datang. 

Tabel 3.1 

Predikat Nilai Pencapaian Kinerja 

No Capaian Kinerja Predikat Kode Warna 

1 >  100 % Melebihi Target  

2 =  100 % Sesuai Target  

3 <  100 % Tidak Mencapai Target  

 

Kemudian setiap capaian kinerja akan diukur dan dikategorikan berdasarkan 

kriteria sebagai mana tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 

Kriteria Nilai Pencapaian Kinerja 

No Capaian Kinerja Kriteria  Kode Warna 

1 >  90 Sangat Baik  

2 75,00 ï 89,99 Baik  

3 65,00 ï 74,99 Cukup  

4 50,00 ï 64,99 Kurang  

5 0,00 ï 49,99 Sangat Kurang  
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3.1.1    Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

3.1.1.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dalam rangka mengukur kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU). Untuk itu IKU merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan oleh instansi 

pemerintah sebagai kinerja utama yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis. 

Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari 

instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Predikat 

Capaian Kriteria 

1 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

Persentase 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

Persen 12,14 3,91 32,21 
Tidak 

Mencapai 
Target 

Sangat 
Kurang 

2 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Point 59,67 65,32 109,60 
Melebihi 
Target 

Sangat 
Baik 

3 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

Persentase 
Sampah Yang 
Dikelola 

Persen 98 66,72 68,08 
Tidak 

Mencapai 
Target 

Cukup 

4 

Meningkatknya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Penujang 
Pelayanan 
Perkantoran 

Persen 100 100 100 
Sesuai 
Target 

Sangat 
Baik 

 

Berdasarkan uraian capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan 

di atas, dari 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
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Majalengka Tahun 2021, 1 Indikator ñMelebihi Targetò, 1 Indikator ñSesuai Targetò 

serta 2 Indikator ñTidak Mencapai Targetò. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

No Predikat Jumlah % 

1 Melebihi Target 1 Indikator 109,60 

2 Sesuai Target 1 Indikator 100 

3 Tidak Mencapai Target 2 Indikator 32,21 dan 68,08 

 

Gambar 3.1 

Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain mengukur Capaian Indikator Kinerja berdasarkan predikat capaian 

kinerjanya, setiap indikator kinerja utama diukur dan dikelompokkan berdasarkan 

kriteria kinerjanya. Adapun hasil pengukuran capaian indikator kinerja menunjukkan 

bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka Tahun 2021, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama termasuk dalam kriteria 

ñSangat Baikò, 1 (satu) Indikator Kinerja utama termasuk kriteria ñSangat Kurangò, dan 
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1 (satu) Indikator Kinerja Utama termasuk dalam kriteria ñCukupò. Rekapitulasi 

kriteria pencapaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama digambarkan pada tabel  

berikut : 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Kriteria Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

No Capaian Kinerja Kriteria  Jumlah Indikator  % 

1 >  90 
Sangat 

Baik 
2 109,60 dan 100 

2 75,00 ï 89,99 Baik -  

3 65,00 ï 74,99 Cukup -  

4 50,00 ï 64,99 Kurang -  

5 0,00 ï 49,99 
Sangat 

Kurang 
2 32,21 dan 68,08 

Jumlah Total 4 309,89 

 

Gambar 3.2 

Kriteria Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 
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Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel dan grafik mengenai 

pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas, berikut akan diuraikan 

penjelasan dari masing-masing capaian sebagai berikut : 

1. Indikator Kinerja Utama ke-1 yaitu : Persentase Pengembangan Sistem dan 

Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka 

Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 32,21%, predikat capaian ñTidak 

Mencapai Targetò dan kriteria pencapaian ñSangat Kurangò. Tidak tercapainya 

target indikator kinerja utama ini karena adanya refocusing anggaran oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya merencanakan membangun TPS, 

TPA Heuleut dan pengadaan sarana persampahan sedangkan sebagian dari 

dukungan dana APBD Kabupaten Majalengka melalu program kegiatan yang ada. 

Program dan Kegiatan pendukung untuk tercapainya indikator ini antara lain :   

A. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan 

Kegiatan : 

1.  Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota 

dengan Sub Kegiatan :  

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan 

Kabupaten/Kota. 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran 

sebesar Rp.99.770.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus 

tujuh ribu rupiah) atau 99,77 %. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah Dokumen UKL-UPL 

Pembangunan TPPAS Cingambul sebanyak 1 dokumen. 
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2) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 

Jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.119.809.000,00 (Seratus sembilan belas juta delapan 

ratus sembilan ribu rupiah) atau 99,84%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pembangunan gudang limbah 

B3 sebanyak 1 unit. 

3) Penyediaan Sarana Persampahan 

Jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.20.910.000,00 (Dua puluh juta sembilan ratus sepuluh 

ribu rupiah) atau 99,84%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pengadaan tong sampah 2 

warna sebanyak 10 unit, dan jumlah pengadaan tong sampah dorong (bin 

dorong) sebanyak 7 unit. 

2. Indikator Kinerja Utama ke-2 yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Kab/Kota. 

Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 109,60%, predikat capaian 

ñMelebihi Targetò dan kriteria pencapaian ñSangat Baikò. Tercapainya target 

indikator kinerja utama ini didukung oleh sumber dana yang terdapat dalam APBD 

Kabupaten Majalengka. 

Program dan Kegiatan pendukung untuk tercapainya indikator ini antara lain :. 

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan : 

1.  Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :  
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1)  Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota. 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.49.940.000,00 (Empat puluh sembilan juta 

sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau 99,88 %. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen informasi kinerja 

pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH) yang disusun sebanyak 1 

dokumen. 

2.  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :  

1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. 

 Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.207.520.000,00 (Dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu 

rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.201.705.000,00 (Dua 

ratus satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau 97,20 %. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen KLHS RDTR 

(Kec. Jatiwangi, Kasokandel, Dawuan, Kadipaten, Palasah dan 

Sumberjaya) sebanyak 1 dokumen, dan jumlah dokumen KLHS RDTR 

(Kec. Panyingkiran, Majalengka dan Cigasong) sebanyak 1 dokumen 

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 

dengan Kegiatan : 

1.  Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :  

1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Pada Masyarakat. 
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Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran 

sebesar Rp.99.352.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima 

puluh dua ribu rupiah) atau 99,35 %. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah titik pemantauan kualitas air 

permukaan sebanyak 14 lokasi dan jumlah titik pemantauan kualitas 

udara ambien sebanyak 4 lokasi. 

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan Kegiatan : 

1.  Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub 

Kegiatan :  

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.1.588.359.442,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta 

tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) 

sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.483.699.300,00 (Satu 

milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh 

sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau 93,41 %. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 

selama 12 bulan 

D. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan : 

1.  Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Sub Kegiatan :  

1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota. 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.7.635.000,00 (Tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) 
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sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.7.613.650,00 (Tujuh juta 

enam ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 99,72 %. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah tindaklanjut pengaduan 

masyarakat atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

sebanyak 1 pengaduan. 

3. Indikator Kinerja Utama ke-3 yaitu : Persentase Sampah Yang Dikelola. 

Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 68,08%, predikat capaian ñTidak 

Mencapai Targetò dan kriteria pencapaian ñCukupò. Tercapainya target indikator 

kinerja utama ini didukung oleh sumber dana yang terdapat dalam APBD 

Kabupaten Majalengka. 

Program dan Kegiatan pendukung untuk tercapainya indikator ini antara lain :. 

A. Program Pengelolaan Sampah, dengan Kegiatan : 

1.  Pengelolaan Sampah dengan Sub Kegiatan :  

1)  Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di 

TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota. 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.5.640.678.000,00 (Lima milyar enam ratus empat puluh juta enam 

ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran 

sebesar Rp.5.581.167.150,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh satu 

juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) atau 

98,94%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah alat kebersihan sebanyak 

1.040 buah, jumlah BBM dan pelumas untuk operasional kendaraaan 

pengelolaan sampah sebanyak 95.000 liter, jumlah pelaksanaan servis 
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kendaraan pengelolaan sampah sebanyak 11 kali, jumlah suku cadang 

kendaraan pengelolaan sampah sebanyak 363 buah, pembayaran upah 

pengawai harian lepas petugas kebersihan selama 13 bulan. 

2)  Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan. 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.67.669.950,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus 

enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 

96,67%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu gerakan berkaliber sebanyak 1 kali, 

gerakan darurat sampah sebanyak 6 kali dan gerakan jumat bersih 

sebanyak 5 kali 

 

4. Indikator Kinerja Utama ke-4 yaitu : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan 

Perkantoran. 

Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%, predikat capaian ñSesuai 

Targetò dan kriteria pencapaian ñSangat Baikò. Tercapainya target indikator kinerja 

utama ini didukung oleh sumber dana yang terdapat dalam APBD Kabupaten 

Majalengka. 

Program dan Kegiatan pendukung untuk tercapainya indikator ini antara lain:   

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 

Kegiatan : 

1.  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 

Sub Kegiatan :  
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1)  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.8.100.000,00 (Delapan juta seratus ribu rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp. 8.100.000,00 (Delapan juta seratus ribu rupiah) 

atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen Renja Tahun 2022 

sebanyak 15 dokumen. 

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.1.875.000,00 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 

sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.875.000,00 (Satu juta 

delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen RKA Tahun 2022 

sebanyak 15 dokumen. 

3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.1.875.000,00 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 

sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.875.000,00 (Satu juta 

delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen RKA Tahun 2021 

sebanyak 15 dokumen. 

4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Realisasi 
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Anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)  

atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen DPA Tahun 2021 

sebanyak 10 dokumen. 

5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)  

atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah Perubahan DPA Tahun 

2021 sebanyak 30 dokumen. 

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran 

sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 60 dokumen. 

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)  

atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen LAKIP Perangkat 

Daerah sebanyak 14 dokumen. 

III-13 



 
 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 2021 

2.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :  

1)  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.6.601.693.858,00 (Enam milyar enam ratus satu juta enam ratus 

sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) 

sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.599.757.868,00 (Enam 

milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh 

tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan) atau 99,97%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu terbayarkannya gaji dan tunjangan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 bulan. 

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah)  atau 

100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah laporan keuangan akhir 

tahun SKPD sebanyak 10 buku. 

3.  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :  

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.138.896.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus 

sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 

Rp.137.692.400,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan 

puluh dua ribu empat ratus rupiah)  atau 99,13%. 
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Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pakaian kerja lapangan 

beserta atributnya sebanyak 246 buah. 

4.  Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :  

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah komponen 

listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 272 buah. 

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.97.681.300,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh 

satu ribu tiga ratus rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 

Rp.97.681.300,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh 

satu ribu tiga ratus rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah alat tulis kantor yang 

disediakan sebanyak 1.262 buah dan jumlah pengadaan peralatan dan 

perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 72 unit. 

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah peralatan rumah tangga 

yang disediakan sebanyak 348 buah. 

 

III-15 



 
 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 2021 

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.56.460.000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu 

rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.56.347.000,00 (Lima 

puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)  atau 99,80%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah air mineral yang disediakan 

sebanyak 504 buah dan jumlah jamuan makan dan jamuan ringan yang 

disediakan sebanyak 1.860 dus. 

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.30.825.000,00 (Tiga puluh juta delapan ratus dua 

puluh lima ribu rupiah)  atau 99,44%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah barang cetakan sebanyak 

399 buah dan jumlah penggandaan sebanyak 62.550 lembar. 

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.20.080.000,00 (Dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 

Realisasi Anggaran sebesar Rp.20.080.000,00 (Dua puluh juta delapan 

puluh ribu rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah belanja cetak dan jasa iklan 

sebanyak 38 buah dan jumlah surat kabar yang disediakan selama 12 

bulan. 
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7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.20.080.000,00 (Dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 

Realisasi Anggaran sebesar Rp.20.080.000,00 (Dua puluh juta delapan 

puluh ribu rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah belanja cetak dan jasa iklan 

sebanyak 38 buah dan jumlah surat kabar yang disediakan selama 12 

bulan. 

5.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dengan Sub Kegiatan :  

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 

Realisasi Anggaran sebesar Rp.4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus 

ribu rupiah)  atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah materai yang disediakan 

sebanyak 510 buah. 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp.125.043.559,00 (Seratus dua puluh lima juta  

empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)  atau 

83,36%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah biaya tagihan rekening 

listrik dan Telkom yang dibayarkan selama 12 bulan. 
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3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.88.400.000,00 (Delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) 

sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.88.400.000,00 (Delapan puluh 

delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah upah bulanan cleaning 

service (2 orang) dan penjaga malam (2 orang) yang dibayarkan selama 

13 bulan. 

6.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah dengan Sub Kegiatan :  

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.99.138.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh 

delapan ribu rupiah) sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 

Rp.59.240.700,00 (Lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu 

tujuh ratus rupiah)  atau 59,76%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah BBM dan pelumas untuk 

operasional kendaraan pemantau lingkungan sebanyak 1.909 liter, 

jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan sebanyak 15 unit, jumlah 

jumlah KIR kendaraan pengangkut sampah dan kendaraan pemantau 

lingkungan sebanyak 16 unit, jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan 

sebanyak 22 unit, jumlah pelaksanaan servis kendaraan pemantau 

lingkungan sebanyak 10 kali, dan jumlah suku cadang kendaraan 

pemantau lingkungan yang disediakan sebanyak 18 buah. 
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2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah dana yang disediakan untuk sub kegiatan tersebut yaitu sebesar 

Rp.21.400.000,00 (Dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) 

sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.21.400.000,00 (Dua puluh 

satu juta empat ratus ribu rupiah) atau 100%. 

Indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah peralatan kerja yang 

dipelihara sebanyak 14 unit. 

 

3.1.1.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Pembahasan Capaian Kinerja, kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Lebih lanjut 

akan diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka Tahun 2021.  

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

memberikan gambaran tingkat pencapaian target kinerja masing-masing indikator 

kinerja sasaran sebagai mana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 maupun dalam RKT 

Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan 

kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka Tahun 2021, dimana terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 4 

(empat) indikator kinerja sasaran sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 

Anggaran Tahun 2021 

 

NO SASARAN STRATEGIS JUMLAH 
INDIKATOR KINERJA KET 

1 
Meningkatnya pengembangan sistem dan 
pengelolaan persampahan kabupaten majalengka 

1 Indikator  

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1 Indikator  

3. Meningkatkan pengelolaan sampah 1 indikator  

4. 
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja 
perangkat daerah 

1 Indikator  

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.7 

Pengukuran Kinerja Sasaran 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

No Sasaran 
Strategis No Indikator 

Kinerja  Satuan Target Realisasi Capaian Predikat 
Capaian Kriteria 

1 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

1 

Persentase 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

Persen 12,14 3,91 32,21 
Tidak 

Mencapai 
Target 

Sangat 
Kurang 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-1 32,21 %   

2 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

1 
Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Point 59,67 65,32 109,60 
Melebihi 
Target 

Sangat 
Baik 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-2 109,60 %   

3. 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

1 
Persentase 
Sampah Yang 
Dikelola 

Persen 98 66,72 68,08 
Tidak 

Mencapai 
Target 

Cukup 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-3 68,08%   

4 

Meningkatknya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

1 

Persentase 
Pemenuhan 
Penunjang 
Pelayanan 
Perkantoran 

Persen 100 100 100 
Sesuai 
Target 

Sangat 
Baik 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-4 100 %   
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dari 4 (empat) sasaran strategis 

dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 2 indikator sasaran ñTidak Mencapai Targetò 

(32,21% dan 68,08%), 1 indikator ñMelebihi Targetò (109,60%), serta 1 indikator 

ñSesuaiTargetò (100%). Digambarkan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

No Predikat Jumlah % 

1 Melebihi Target 1 109,60% 

2 Sesuai Target 1 100 % 
3 Tidak Mencapai Target 2 32,21% dan 68,08 %  

 

 

Gambar 3.3 

Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain mengukur indikator kinerja berdasarkan predikat capaian kinerjanya, 

setiap indikator kinerja sasaran diukur dan dikelompokkan berdasarkan kriteria capaian 

kinerjanya. Dari 4 indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator sasaran dengan predikat 

ñSangat Baikò,  1 (satu) indikator sasaran dengan predikat ñSangat Kurangò dan 1 

(satu) indikator sasaran dengan predikat ñCukupò dengan rekapitulasi sebagai berikut:  
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 Tabel 3.9  

Rekapitulasi Kriteria Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

No Capaian Kinerja Kriteria  Jumlah Indikator  % 

1 >  90 
Sangat 

Baik 
2 109,60 dan 100 

2 75,00 ï 89,99 Baik -  

3 65,00 ï 74,99 Cukup 1 68,08 

4 50,00 ï 64,99 Kurang -  

5 0,00 ï 49,99 
Sangat 

Kurang 
1 32,21  

 

 

Gambar 3.4 

Kriteria Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target kinerja Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

yang telah ditetapkan terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator 

kinerja sasaran. Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut disajikan dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 3.10 

Capaian Kinerja Sasaran 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Jumlah 
Indikator  

Rata-Rata 
Capaian Kinerja Kriteria 

A Misi Ke-2    

1 
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan 
Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka 

1 32,21 
Sangat 
Kurang 

2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 1 109,60 Sangat Baik 

B Misi Ke-4    

1 Meningkatnya Pengelolaan Sampah 1 68,08 Cukukp 

C Misi Ke-3     

1 
Meningkatknya Kualitas Pengelolaan Kinerja 
Perangkat Daerah 

1 100 Sangat Baik 

Rata-Rata Capaian Sasaran 4 77,47 Baik 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel di atas maka rata-rata 

capaian sasaran strategis adalah 77,47% dan termasuk dalam kriteria ñBaikò. 

3.1.2.   Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan 

Tahun 2021 

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah mengamanatkan agar dalam penyusun Laporan Kinerja selalu 

dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan 

capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

III-23 



 
 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 2021 

Tabel 3.11 

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja  

Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 
2020 

Realisasi 
2020 Target 2021 Realisasi 

2021 
1 Meningkatnya 

Pengembangan Sistem 
dan Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten Majalengka 

Persentase 
Pengembangan Sistem 
dan Pengelolaan 
Persampahan Kabupaten 
Majalengka 

33,26 % 34,42 % 12,14 % 3,91 % 

2 
Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 58,77 % 65,46 % 59,67 % 65,32% 

3 
Meningkatnya 
Pengelolaan Sampah 

Persentase Sampah 
Yang Dikelola 28,38 57,07 98,00 % 66,72% 

4 

Meningkatknya 
Kualitas Pengelolaan 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentasi Pemenuhan 
Penunjang Pelayanan 
Perkantoran 

100% 100% 100% 100% 

Ket : Ada perubahan Renstra tahun 2021 sehingga sasaran dan indikator serta target berbeda 

 

 

3.1.3.  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Jangka 

Menengah Yang Terdapat Dalam Rencana Strategis 2018-2023 
 

Tabel 3.12 

Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Dalam Renstra 

 

No Sasaran  Indikator Kinerja 
Sasaran 

Target 
Renstra 
(2021) 

Realisasi Kinerja 
2018-2023 

Keterangan 
Kinerja % 

1 Meningkatnya 
Pengembangan Sistem 
dan Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten Majalengka 

Persentase 
Pengembangan Sistem 
dan Pengelolaan 
Persampahan Kabupaten 
Majalengka 

12,14 % 3,91% 32,21 % 
Termasuk 

IKU 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-1 32,21 %  
2 Meningkatnya Kualitas 

Lingkungan Hidup 
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 

59,67% 65,32 % 109,60 % 
Termasuk 

IKU 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-2 109,60 %  
3 Meningkatnya 

Pengelolaan Sampah 
Persentase Sampah 
Yang Dikelola 98 66,72 % 68,08% 

Termasuk 
IKU 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-3 68,08 %  
4 Meningkatknya Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentasi Tindaklanjut 
Temuan Inspektorat/BPK 100 % 100 % 100 % 

Termasuk 
IKU 

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke-4 100 %  

Rata-Rata Capaian Sasaran Ke 1 s/ 4 77,47 %  
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Target OPD adalah terpenuhinya indikator kinerja sasaran 100,00 % dalam satu 

periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, sehingga 

idealnya pada akhir tahun 2021 (akhir tahun ke -5) capaian seharusnya adalah 100%. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran 

ñMelebihi Targetò sebesar 77,47 % ( < 100 %) . 

 

3.1.4.  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional 

 

Tabel 3.13 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional 

 

No 
Indikator 

Kinerja Utama 
OPD 

Aspek Kajian 
(Berdasarkan 

Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah) 

Capaian/ 
Kondisi 

Saat Ini (Per 
Akhir Tahun 

2021) 

Standar 
Yang 

Digunakan 

Faktor Yang Mempengaruhi 
Permasalahan 

Pelayanan 
OPD 

Ket Internal 
(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal (Di 
Luar 

Kewenangan 
OPD) 

1 Persentase 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

- 32,21 % 

SPM 
Pengelolaa
n Sampah 
Perkotaan 

- - - - 

2 Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) - 109,60 % 

IKLH 
(Indeks 
Kualitas 

Lingkungan 
Hidup 

- - - - 

3 Persentase 
Sampah Yang 
Dikelola 

- 68,08 % 

SPM 
Pengelolaa
n Sampah 
Perkotaan 

- - - - 

4 Persentase 
Pemenuhan 
Penunjang 
Pelayanan 
Perkantoran 

- 100 %  - - - - 
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3.1.5.   Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 
 

Pada umumnya semua target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021 telah dapat dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. 

Hal ini disebabkan oleh adanya political will  yang kuat dari Kepala Daerah untuk 

memberikan dukungan anggaran, dan kerja keras Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka beserta jajarannya. 

Pada Tahun Anggaran 2021 ada program/kegiatan yang belum mampu 

mencapai target serapan, kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang 

melanda hampir seluruh Negara sehingga beberapa pekerjaan tidak bisa dilaksanakan 

secara maksimal termasuk terhambatnya bantuan-bantuan dari provinsi yang terkena 

refocusing akibat pandemi. 

Untuk mengatasi kendala tersebut yang harus dilakukan di masa yang akan 

datang agar tidak terulang kembali yaitu merencanakan kegiatan yang sesuai dengan 

kondisi dan lebih menyentuh langsung serta bisa dirasakan kegiatan tersebut oleh 

masyarakat sekitar. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 tidak ada lagi refocusing 

anggaran sehingga program kegiatan bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan kinerja 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menjadi lebih baik lagi serta realisasi 

kegiatan mencapai target 100% . 

3.16.   Analisis Efisiensi Sumber Dana 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sebagai salah satu Perangkat 

Daerah di Kabupaten Majalengka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dituntut 

untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan di Bidang 

Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 
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dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka melaksanakan setiap 

program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja dan menggunakan anggaran secara 

efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari capaian target kinerja yang hampir 

seluruhnya tercapai. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran dari 

setiap program dan kegiatan yang direalisasikan tanpa mengurangi output yang 

dihasilkan. 

Tabel 3.14 

Analisis Efektif dan Efisien Kinerja dan Program Tahun 2021 

 

No Program/Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

Pencapaian 
Input 

Keuangan 
Pencapaian 
Input Fisik 

Efisiensi 

% Ket 

I Program Pengembangan Sistem dan 
Pengelolaan Persampahan Regional 98,97 100,00 % 1,03 - 

 
A.  Kegiatan Pengembangan Sistem 

dan Pengelolaan Persampahan di 
Daerah Kabupaten/Kota 

98,97 100,00 % 1,03 - 

 

1. Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan Teknis 
Sistem Pengelolaan 
Persampahan 
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 
Kewenangan Kabupaten Kota  

99,77 100,00 % 0,23 Efektif 

 
2. Pembangunan 

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 
99,84 100,00 % 0,16 Efektif 

 3. Penyediaan Sarana 
Persampahan 

90,91 100,00 % 9,09 Efektif 

II Program Perencanaan Lingkungan 
Hidup 97,72 100,00 % 2,28 - 

 
A.  Kegiatan Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

99,88 100,00 % 0,12 - 

 1. Pengendalian Pelaksanaan 
RPPLH Kabupaten/Kota  

99,88 100,00 % 0,12 Efektif 
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B.  Kegiatan Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 

97,20 100,00 % 2,8 - 

 1. Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS Rencana Tata Ruang  

97,20 100,00 % 2,8 Efektif 

III 
Program Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup 

99,35 100,00 % 0,65 - 

 

A.  Kegiatan Penanggulangan 
Pencemaran dan/atau kerusakan 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

99,35 100,00 % 0,65 - 

 

1. Pemberian Informasi 
Peringatan Pencemaran 
dan.atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Pada 
Masyarakat  

99,35 100,00 % 0,65 Efektif 

IV Program Pengelolaan 
Keaneragaman Hayati (Kehati) 93,41 100,00 % 6,59 - 

 
A.  Kegiatan Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 
Kabupaten/Kota 

93,41 100,00 % 6,59 - 

 
1. Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 
93,41 100,00 % 6,59 Efektif 

V Program  Penanganan Pengaduan 
Lingkungan Hidup 99,72 100,00 % 0,28 - 

 

A.  Kegiatan Penyelesaian 
Pengaduan Masyarakat di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten /Kota 

99,72 100,00 % 0,28 - 

 
1. Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat Terhadap PPLH 
Kabupaten/Kota 

99,72 100,00 % 0.28 Efektif 

VI Program  Pengelolaan Persampahan 98,92 100,00 % 1,08 - 

 A.  Kegiatan Pengelolaan Sampah 98,92 100,00 % 1,08 - 

 

1. Penanganan Sampah Dengan 
Melakukan Pemilhan, 
Pengumpulan, Pengangkutan, 
Pengolahan, dan Pemrosesan 
Akhir Sampah di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

98,94 100,00 % 1,06 Efektif 

 

2. Peningkatan Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pengelolaan 
Persampahan 

96,67 100,00 % 3,33 Efektif 
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VII 
Program  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

98,71 100,00 % 1,29 - 

 
A.  Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

100,00 100,00 % 0,00 - 

 
1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
2. Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
3. Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
4. Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 

5. Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD 

100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
6. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
7. Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
B.  Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
99,97 100,00 % 0,03 - 

 
1. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
99,97 100,00 % 0,03 Efektif 

 
2. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
C.  Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah 
99,13 100,00 % 0,87 - 

 

1. Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

99,13 100,00 % 0,87 Efektif 

 
D.  Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
99,71 100,00 % 0,87 - 

 
1. Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
2. Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
3. Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
4. Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 
99,80 100,00 % 0,20 Efektif 

 
5. Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
99,44 100,00 % 0,56 Efektif 

 

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
7. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

97,96 100,00 % 2,04 Efektif 
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E.  Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

89,74 100,00 % 10,26 - 

 
1. Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 
83,36 100,00 % 16,64 Efektif 

 
3. Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 
F.  Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

66,90 100,00 % 33,10 - 

 

1. Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

59,76 100,00 % 40,24 Efektif 

 
2. Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
100,00 100,00 % 0,00 Efektif 

 

 

3.17.   Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja 

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah dapat 

mencapai target capaian kinerja melalui Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor penunjang 

keberhasilan kinerja yaitu  

a. Tersedianya  sumber daya manusia yang profesional dan handal; 

b. Evaluasi kinerja intern Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi kegiatan 

tersebut; 

c. Adanya Komitmen diatas materai dari pihak penyedia dalam menuntaskan 

pekerjaan. 
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3.2.   Realisasi Anggaran 

Pengelolaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Semangat dan prinsip ini menjadi landasan utama 

dalam pengelolaan anggaran untuk mewujudkan clean government di lingkungan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. 

Selama tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah 

melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut : 
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Tabel 3.15 

Daftar Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 

 

 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Renstra 

2021 
Realisasi 
Kinerja % Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Penyerapa

n % 

Prosentase 
Fisik  

% 

I 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

Persentase 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kabupaten 
Majalengka 

12,14 % 3,91 % 32,21 % 
Program Pengembangan 
Sistem dan Pengelolaan 
Persampahan Regional 

243.000.000 240.489.000 98,97 100,00 % 

 
     A.  Kegiatan Pengembangan 

Sistem dan Pengelolaan 
Persampahan di Daerah 
Kabupaten/Kota 

243.000.000 240.489.000 98,97 100,00 % 

 

     1. Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem 
Pengelolaan 
Persampahan 
TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS Kewenangan 
Kabupaten Kota  

100.000.000 99.770.000 99,77 100,00 % 

 
     2. Pembangunan 

TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS 

120.000.000 119.809.000 99,84 100,00 % 

 
     3. Penyediaan Sarana 

Persampahan 
23.000.000 20.910.000 90,91 100,00 % 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Renstra 

2021 
Realisasi 
Kinerja % Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Penyerapan 

% 

Prosentase 
Fisik 

% 

II 
Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hiduip (IKLH) 

59,67 % 65,32 % 109,60 % Program Perencanaan 
Lingkungan Hidup 257.520.000 251.645.000 97,72 100,00 % 

 
     A.  Kegiatan Rencana 

Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

50.000.000 49.940.000 99,88 100,00 % 

 
     1. Pengendalian 

Pelaksanaan RPPLH 
Kabupaten/Kota  

50.000.000 49.940.000 99,88 100,00 % 

 

     B.  Kegiatan 
Penyelenggaraan Kajian 
Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) 
Kabupaten/Kota 

207.520.000 201.705.000 97,20 100,00 % 

 
     1. Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 
Rencana Tata Ruang  

207.520.000 201.705.000 97,20 100,00 % 

 
     Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 

100.000.000 99.352.000 99,35 100,00 % 

 

     A.  Kegiatan Penanggulangan 
Pencemaran dan/atau 
kerusakan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota 

100.000.000 99.352.000 99,35 100,00 % 

 

     1. Pemberian Informasi 
Peringatan Pencemaran 
dan.atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Pada 
Masyarakat  

100.000.000 99.352.000 99,35 100,00 % 

 

III-33 



 
 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 2021 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Renstra 

2021 
Realisasi 
Kinerja % Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Penyerapan 

% 

Prosentase 
Fisik 

% 

 
     Program Pengelolaan 

Keaneragaman Hayati 
(Kehati) 

1.588.359.442 1.483.699.300 93,41 100,00 % 

 
     A.  Kegiatan Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 
Kabupaten/Kota 

1.588.359.442 1.483.699.300 93,41 100,00 % 

 
     1. Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 
1.588.359.442 1.483.699.300 93,41 100,00 % 

 
     Program  Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 
Hidup 

7.635.000 7.613.650 99,72 100,00 % 

 

     A.  Kegiatan Penyelesaian 
Pengaduan Masyarakat di 
Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH) Kabupaten 
/Kota 

7.635.000 7.613.650 99,72 100,00 % 

 

     1. Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat 
Terhadap PPLH 
Kabupaten/Kota 

7.635.000 7.613.650 99,72 100,00 % 

III 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

Persentase 
Sampah Yang 
Dikelola 

98 % 66,72 % 68,08 % Program  Pengelolaan 
Persampahan 5.710.678.000 5.648.837.100 98,92 100,00 % 

 
     A.  Kegiatan Pengelolaan 

Sampah 
5.710.678.000 5.648.837.100 98,92 100,00 % 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Renstra 

2021 
Realisasi 
Kinerja % Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Penyerapan 

% 

Prosentase 
Fisik 

% 

 

     1. Penanganan Sampah 
Dengan Melakukan 
Pemilhan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, 
Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir 
Sampah di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

5.640.678.000 5.581.167.150 98,94 100,00 % 

 

 

 
    2. Peningkatan Peran 

Serta Masyarakat 
Dalam Pengelolaan 
Persampahan 

70.000.000 67.669.950 96,67 100,00 % 

IV 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Penunjang 
Pelayanan 
Perkantoran 

100 % 100 % 100 % 
Program  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

7.402.074.546 7.333.309.571 99,07 100,00 % 

 

     A.  Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

27.350.000 27.350.000 100,00 100,00 % 

 
     1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

8.100.000 8.100.000 100,00 100,00 % 

 
     2. Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

1.875.000 1.875.000 100,00 100,00 % 
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     3. Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

1.875.000 1.875.000 100,00 100,00 % 

 
     4. Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD 
1.500.000 1.500.000 100,00 100,00 % 

 

     5. Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD 

4.500.000 4.500.000 100,00 100,00 % 

 

     6. Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

6.000.000 6.000.000 100,00 100,00 % 

 
     7. Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
3.500.000 3.500.000 100,00 100,00 % 

 
     B.  Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 
6.603.193.858 6.601257.868 99,97 100,00 % 

 
     1. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
6.601.693.858 6.599.757.868 99,97 100,00 % 

 
     2. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1.500.000 1.500.000 100,00 100,00 % 

 
     C.  Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

138.896.000 137.692.400 99,13 100,00 % 

 

     1. Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

138.896.000 137.692.400 99,13 100,00 % 

 
     D.  Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
268.896.688 268.125.044 99,71 100,00 % 
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     1. Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

20.000.000 20.000.000 100,00 100,00 % 

 
     2. Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
97.681.300 97.681.300 100,00 100,00 % 

 
     3. Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 
20.000.000 20.000.000 100,00 100,00 % 

 
     4. Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 
56.460.000 56.347.000 99,80 100,00 % 

 
     5. Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
31.000.000 30.825.000 99,44 100,00 % 

 
     6. Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-
Undangan 

20.080.000 20.080.000 100,00 100,00 % 

 
     7. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

23.675.388 23.191.744 97,96 100,00 % 

 

     E.  Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

243.200.000 218.243.559 89,74 100,00 % 

 
     1. Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
4.800.000 4.800.000 100,00 100,00 % 

 
     2. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

150.000.000 125.043.559 83,36 100,00 % 

 
     3. Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
88.400.000 88.400.000 100,00 100,00 % 

 
     F.  Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

120.538.000 80.640.700 66,90 100,00 % 

 
     1. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan Pajak, dan 

99.138.000 59.240.700 59,76 100,00 % 
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Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 
     2. Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
21.400.000 21.400.000 100,00 100,00 % 
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Perbandingan pengalokasian Belanja Per Jenis Belanja adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.16 

Perbandingan Pengalokasian Belanja Dinas Lingkungan Hidup 

Per Jenis Belanja 

 

No Jenis Belanja Pagu % Realisasi Capaian 
% 

1 BELANJA OPERASI 15.135.557.947,00 98,69 % 15.131.796.988 99,98 % 

 1. Belanja Pegawai     

 2. Belanja Barang dan Jasa     

2 BELANJA MODAL 200.800.000,00 1,31 % 177.470.000 88,38 % 

 
1.  Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 
    

 
2.  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
    

 
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, 

dan Irigasi 
    

TOTAL 15.336.357.947,00 100,00 % 15.309.266.988 99,82 % 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 ini merupakan 

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Govermance). 

Penyusunan LAKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021 

menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah 

dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2021. 

Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 mencapai 77,18% (Berdasarkan LRA 

Tahun 2021). Pencapaian Target Belanja Operasi pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka mencapai 99,98% (Berdasarkan LRA Tahun 2021) dan 

pencapaian Target Belanja Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka mencapai 88,38% (Berdasarkan LRA Tahun 2021), sehingga pencapaian 

Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mencapai 99,82% 

artinya penyerapan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 

Anggaran 2021 ñSangat Baikò.  
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Sedangkan Indikator Kinerja Utama untuk Persentase Pengembangan Sistem 

dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka dan Persentase Sampah Yang 

Dikelola ñTidak Mencapai Targetò dengan nilai predikat capaian masing-masing 

32,21% dan 68,08%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah ñMelebihi 

Targetò dengan nilai predikat capaian 109,60%, serta Persentase Pemenuhan Penunjang 

Pelayanan Perkantoran ñSesuai Targetò dengan nilai predicat capaian 100%.  

Keempat indikator tersebut yang merupakan tolok ukur yang digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Majalengka. Dengan melihat hasil rata-rata 4 (empat) indikator 

capaian maka Dinas Lingkungan Hidup memperoleh nilai kriteria ñBAIKò  dan nilai 

predikat capaian ñTidak Mencapai Targetò (<100%) yaitu 77,47%  berarti Program 

dan Kegiatan yang direncanakan belum tersalurkan ke masyarakat secara optimal 

karena ada beberapa kegiatan yang anggarannya terkena refocusing untuk penanganan 

COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia sehingga belum mencapai target yang 

diharapkan. 

Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 4 

(empat) indikator kinerja tahun 2021 yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan 

harapan, bahkan 2 (dua) indikator tidak mencapai target yang diharapkan. Maka Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka ke depan akan terus berusaha mengevaluasi 

bahkan meningkatkan kinerja yang lebih baik dengan didukung pengalokasian 

anggaran untuk kegiatan yang menunjang indikator-indikator tersebut sehingga 

minimal sesuai target dan maksimal melebihi target yang diharapkan. 
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Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak  

terkait sebagai bahan evaluasi. 

 

 

Majalengka,       Januari 2022 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka 

 

 

 

 

Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.  

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640520 199203 2 008 
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IKHTISAR EKSEKUTIF  

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesi No. 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan 

Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

berdasarkan pencapaian dari target sasaran strategis pada kinerja utama. Landasan pijak 

secara operasional penyusunan laporan kinerja ini perpedoman pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12),  Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah daerah berdasarkan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan 

wajib bidang Lingkungan Hidup Sub Urusan Penataan dan Penaatan Lingkungan 

Hidup, Urusan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup dan Urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mempunyai tanggung jawab 

untuk turut serta mewujudkan visi Kabupaten Majalengka ñRAHARJAò (Religius, 

Adil, Harmonis, dan Sejahtera), yang secara proporsional ditetapkan dalam APBD 

Kabupaten Majalengka setiap tahunnya. 

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018 ï 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

bertanggung jawab atas pencapaian Misi Daerah, terutama misi ke 2 (dua) yaitu 

ñMeneguhkan Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Menciptakan Pembangunan Yang 

Berkeadilan, Rasa Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakatñ dan misi ke 4 (empat) 

yaitu ñMeningkatkan kualitas layanan publik terutama disektor pendidikan, kesehatan, 
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infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor 

unggulan dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, 

professional, humanis dan melayani. Melalui salah satu strategi umum daerah yaitu 

ñAkselerasi pembangunan berbasis sektor unggulan dan spasialò. 

Guna mencapai misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah membuat rencana dan melaksanakan 

program- program utama pada Tahun 2021 yang meliputi : 

a) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 

b) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

c) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

d) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

e) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

f)  Program Pengelolaan Persampahan 

g) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan capaian kinerja 

selama 1 ( satu ) tahun sebagaimana diaplikasikan dalam formulir Pengukuran Kinerja, 

pencapaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran strategis 

menunjukkan hasil masuk predikat ñTidak Mencapai Targetñ (<100%) yaitu 77,47%, ñ 

dengan kriteria ñBaikò. Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya : 

a. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yang mengakibatkan refocusing 

anggaran kegiatan. 

b. Kompetensi, komitmen dan dedikasi dari pegawai dalam melaksanakan tugas. 

c. Suasana kerja yang kondusif dengan sikap kebersamaan yang telah tumbuh dengan 

baik di antara pegawai. 

d. Komitmen yang kuat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka untuk 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

e. Kerjasama yang baik dari instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka, masyarakat, 

dunia usaha dan stakeholder lainnya. 
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Pengukuran kinerja sendiri akan terus-menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat 

diperoleh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih baik lagi, bersifat spesifik, dapat 

diukur dan dicapai secara obyektif, terkait langsung pada hasil dalam kurun waktu 

tertentu. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun 

benar-benar dapat menunjukkan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan 

pelaksanaan program pemerintah daerah khususnya dibidang pengelolaan lingkungan 

hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Majalengka.  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka akan melakukan langkah-

langkah antara lain sebagai berikut : 

a. Menerapkan reward dan punishment bagi setiap aparatur dengan menilai aspek 

disiplin, teamwork building serta integritas terhadap pekerjaan dalam mencapai 

target kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. 

b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan knowledge based management 

dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam melaksanakan 

tugas-tugas teknis. 

c. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun 

kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah- 

langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan internal maupun permasalahan 

eksternal. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2021, disusun agar dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta 

peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka. 

 

Majalengka,       Januari 2022 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka 

 

  

 

 

Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.  

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640520 199203 2 008 
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KATA PENGANTAR  

 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas petunjuk dan 

karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Majalengka ini merupakan laporan pertanggungjawaban dari setiap 

dinas/instansi/lembaga pemerintah yang dilakukan secara berkala (setiap akhir tahun 

anggaran) sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan 

berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun dan ditetapkan 

sebelumnya, serta sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tersebut sebagai implementasi dari 

Instruksi Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Acuan yang digunakan dalam 

penyusunannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Majalengka ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

hasil kinerja Dinas selama satu tahun, sehingga di masa yang akan datang Kinerja 
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Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka akan meningkat kearah yang lebih 

baik. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penyelesaian laporan ini dan semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya. 

 

 

 

Majalengka,       Januari 2022 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Majalengka 

 

 

 

 

 

Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.  

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640520 199203 2 008 
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